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PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
menjamin penyelenggaraan meteorologi, klimatologi,
dan geofisika untuk mendukung keselamatan jiwa dan
harta, melindungi kepentingan dan potensi nasional,
meningkatkan keamanan dan ketahanan nasional,
mendukung kebijakan pembangunan nasional guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka
diperlukan adanya penataan organisasi dan tata kerja
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5058);
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Menetapkan

(1)

(2)

(1)

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5304);

. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2014 tentang
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5579);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA  BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang
selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah
Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden.

BMKG dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2
BMKG mempunyai tugas melaksanakan  tugas
pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan

geofisika.
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(2) Tugas pemerintahan di bidang klimatologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya bidang

kualitas udara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, BMKG menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di
bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika;

c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di
bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

d. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi
dan pengolahan data dan informasi di bidang
meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

e. pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika;

f. penyampaian informasi kepada instansi dan pihak
terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan
iklim;

g. penyampaian informasi dan peringatan dini kepada
instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan
dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi,
dan geofisika;

h. pelaksanaan kerja sama internasional di bidang
meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

i.  pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan
di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

j-  pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian
instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di
bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

k. koordinasi dan kerja sama instrumentasi, kalibrasi, dan
jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi,
dan geofisika;

1.  pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian dan

manajemen pemerintahan di bidang meteorologi,
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klimatologi, dan geofisika;

pelaksanaan  pendidikan  profesional di  bidang
meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

pelaksanaan manajemen data di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika;

pembinaan dan  koordinasi  pelaksanaan @ tugas
administrasi di lingkungan BMKG;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab BMKG;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
BMKG; dan

penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di

bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BMKG terdiri atas :

a0 o

-0

7Q

Kepala;

Sekretariat Utama;

Deputi Bidang Meteorologi;

Deputi Bidang Klimatologi;

Deputi Bidang Geofisika;

Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan
Jaringan Komunikasi;

Inspektorat;

Pusat; dan

Unit Pelaksana Teknis.
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BAB III
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5
(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap
program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan

BMKG.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi
perumusan kebijakan umum dan teknis di lingkungan
BMKG;

b. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pelayanan
administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan
perundang-undangan, kerja sama, hubungan antar
lembaga, organisasi, tata laksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, persandian, barang
milik /kekayaan negara, perlengkapan dan rumah tangga
BMKG;

c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan BMKG; dan

d. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan

BMKG.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8
Sekretariat Utama terdiri atas :
a. Biro Perencanaan;
b. Biro Hukum dan Organisasi; dan

c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 9
Biro  Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana dan tarif,
program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta

penyusunan laporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan
rencana, tarif, dan pinjaman/hibah luar negeri serta
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;

b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan
program dan anggaran,;

c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi; dan

d. penyiapan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 11
Biro Perencanaan terdiri atas :
a. Bagian Rencana dan Tarif;
b. Bagian Program dan Penyusunan Anggaran;
c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 12

Bagian Rencana dan Tarif mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana,

tarif, dan pinjaman/hibah luar negeri serta pelaksanaan

urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bagian Rencana dan Tarif menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan  bahan  pembinaan, koordinasi, dan
penyusunan rencana pembangunan jangka panjang,
jangka menengah, dan rencana kinerja tahunan;
penyiapan bahan analisis tarif, koordinasi penyusunan
rencana, formula, usulan penetapan tarif, satuan biaya
meteorologi, klimatologi, dan geofisika, usulan standar
biaya keluaran dan usulan e-katalog; dan

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
penyusunan usulan pinjaman/hibah luar negeri serta

melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 14

Bagian Rencana dan Tarif terdiri atas :

(1)

(2)

Subbagian Rencana;
Subbagian Tarif; dan
Subbagian Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Pasal 15

Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan
penyiapan  bahan  pembinaan, koordinasi, dan
penyusunan rencana pembangunan jangka panjang,
jangka menengah, dan rencana kinerja tahunan.

Subbagian Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan analisis tarif, koordinasi penyusunan rencana,
formula, wusulan penetapan tarif, satuan Dbiaya
meteorologi, klimatologi, dan geofisika, usulan standar

biaya keluaran dan usulan e-katalog.
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(3) Subbagian Pinjaman/Hibah Luar Negeri mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,
koordinasi, dan penyusunan usulan pinjaman/hibah luar
negeri serta melakukan urusan tata usaha dan rumah

tangga Biro.

Pasal 16
Bagian Program dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi dan

penyusunan program dan anggaran.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Bagian Program dan Penyusunan Anggaran
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan
penyusunan program dan anggaran; dan
b. pelaksanaan dokumentasi bahan penyusunan Rencana
Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan.

Pasal 18
Bagian Program dan Penyusunan Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran [;
b. Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran II; dan

c. Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran III.

Pasal 19
(1) Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran I
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan, koordinasi program dan anggaran serta
pelaksanaan dokumentasi bahan penyusunan Rencana
Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan
dari unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit
Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya serta

di Pulau Papua dan sekitarnya.
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(2) Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran II
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan, koordinasi program dan anggaran serta
pelaksanaan dokumentasi bahan penyusunan Rencana
Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan
dari unit kerja Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang
Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta
Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa dan sekitarnya, di
Pulau Kalimantan dan sekitarnya, di Pulau Bali dan
sekitarnya, dan di Kepulauan Nusa Tenggara dan
sekitarnya.

(3) Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran III
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan, koordinasi program dan anggaran serta
pelaksanaan dokumentasi bahan penyusunan—Rencana
Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan
dari unit kerja Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang
Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan
Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah
Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Unit
Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, di

Kepulauan Maluku dan sekitarnya.

Pasal 20
Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi serta penyiapan penyusunan

laporan kinerja.

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Bagian Pemantauan dan Evaluasi
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
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anggaran;
penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi program

dan anggaran secara berkala.

Pasal 22

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas :

(1)

(2)

(3)

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II; dan

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III.

Pasal 23

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan
laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi
pelaksanaan program dan anggaran secara berkala pada
unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit
Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya dan
di Pulau Papua dan sekitarnya.

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan  pembinaan,
koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta
penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan
realisasi pelaksanaan program dan anggaran secara
berkala pada unit kerja Deputi Bidang Meteorologi,
Deputi Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan
Pengembangan, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau
Jawa dan sekitarnya, di Pulau Kalimantan dan
sekitarnya, di Pulau Bali dan sekitarnya, dan di
Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya.

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,
koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta
penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan
realisasi pelaksanaan program dan anggaran secara

berkala pada unit kerja Deputi Bidang Geofisika, Deputi



1L 2016, No.555

Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan
Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah
Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Unit
Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, dan

di Kepulauan Maluku dan sekitarnya.

Bagian Keempat

Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 24
Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan peraturan
perundang-undangan dan pertimbangan hukum, kerja sama,

organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan pertimbangan
dan informasi hukum;

b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan
kerja sama dalam dan luar negeri;

c. penyiapan koordinasi dan penyusunan organisasi dan
tata laksana serta pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga Biro; dan

d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan publikasi,

dokumentasi serta hubungan pers dan media.

Pasal 26
Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas :
a. Bagian Peraturan Perundang-undangan dan
Pertimbangan Hukum;
b. Bagian Kerja Sama;
c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

d. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
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e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27
Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan
Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

serta pelaksanaan pertimbangan dan informasi hukum.

Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, Bagian Peraturan Perundang-undangan dan
Pertimbangan Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan
dan penelaahan peraturan perundang-undangan; dan
b. penyiapan bahan  koordinasi, penyusunan dan
pelaksanaan pertimbangan dan pengelolaan dokumentasi

dan informasi hukum.

Pasal 29
Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan
Hukum terdiri atas :
a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I;
b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan

c. Subbagian Pertimbangan dan Informasi Hukum.

Pasal 30

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan  koordinasi,
penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan
perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi,
geofisika, pengawasan, penelitian dan pengembangan
serta pendidikan dan pelatihan.

(2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan
peraturan perundang-undangan di bidang

kesekretariatan, instrumentasi, kalibrasi, rekayasa,
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database dan jaringan komunikasi.

(3) Subbagian Pertimbangan dan Informasi Hukum
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan pertimbangan

dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 31
Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja

sama dalam dan luar negeri.

Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan  koordinasi dan  pelaksanaan
administrasi serta evaluasi kerja sama luar negeri; dan
b. penyiapan bahan = koordinasi dan = pelaksanaan

administrasi serta evaluasi kerja sama dalam negeri.

Pasal 33
Bagian Kerja Sama terdiri atas :
a. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; dan

b. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri.

Pasal 34
(1) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
administrasi serta evaluasi kerja sama luar negeri.
(2) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas
melakukan  bahan  koordinasi dan  pelaksanaan

administrasi serta evaluasi kerja sama dalam negeri.

Pasal 35
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan
organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan urusan tata

usaha dan rumah tangga Biro.
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Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35, Bagian Organisasi dan Tata Laksana

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan penataan organisasi
serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Biro; dan

b. penyiapan bahan koordinasi dan penataan tata laksana,
serta analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis

beban kerja.

Pasal 37
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :
a. Subbagian Organisasi; dan

b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 38

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penataan organisasi
serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Biro.

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penataan
tata laksana, serta analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan

analisis beban kerja.

Pasal 39
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan

publikasi, dokumentasi serta hubungan pers dan media.
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Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan publikasi,
dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan; dan
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan

pers dan media serta layanan publik terpadu.

Pasal 41
Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas :
a. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan

b. Subbagian Hubungan Pers dan Media.

Pasal 42
(1) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
publikasi, dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan.
(2) Subbagian Hubungan Pers dan Media mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

hubungan pers dan media serta layanan publik terpadu.

Bagian Kelima

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 43
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian,
pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan
dan barang milik negara, tata usaha dan protokol, serta

penyusunan laporan.

Pasal 44
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

menyelenggarakan fungsi :
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a. penyiapan pelaksanaan pembinaan, koordinasi,
pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia;

b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan
keuangan serta penyusunan laporan keuangan di
lingkungan BMKG;

c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan
perlengkapan dan barang milik negara serta penyusunan
laporan barang milik negara di lingkungan BMKG; dan

d. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi tata wusaha
pimpinan dan keprotokolan serta urusan rumah tangga

Badan dan Biro.

Pasal 45
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
a. Bagian Sumber Daya Manusia;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara;
d. Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46
Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan pembinaan,
koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya

manusia.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan, perencanaan kebutuhan,
rekrutmen, dan bahan pengembangan sumber daya
manusia serta pola karir;

b. penyiapan dan penyusunan bahan pengendalian
administrasi  kepegawaian, manajemen  informasi,
evaluasi kinerja dan kesejahteraan sumber daya

manusia; dan
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penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan jabatan

fungsional dan mutasi.

Pasal 48

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas :

a.

(1)

(2)

(3)

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

Subbagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan
Kesejahteraan Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional

Sumber Daya Manusia.

Pasal 49

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan, perencanaan kebutuhan, rekrutmen,
dan bahan pengembangan sumber daya manusia serta
pola karir.

Subbagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan
Kesejahteraan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melakukan  penyiapan dan  penyusunan bahan
pengendalian administrasi kepegawaian, manajemen
informasi, evaluasi kinerja dan kesejahteraan sumber
daya manusia.

Subbagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan jabatan

fungsional dan mutasi.

Pasal 50

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan,

verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

BMKG serta administrasi belanja pegawai dan penerimaan

negara bukan pajak.
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Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan
perbendaharaan;

penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan belanja
pegawai, perjalanan dinas dan penerimaan negara bukan
pajak; dan

penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi
serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan
keuangan dan tindak lanjut hasil reviu aparat pengawas

internal pemerintah.

Pasal 52

Bagian Keuangan terdiri atas :

(1)

(2)

(3)

Subbagian Perbendaharaan;
Subbagian Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
dan

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 53

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengujian tagihan,
penerbitan dokumen pembayaran, penilaian dan
pengesahan terhadap penggunaan uang, penatausahaan
dokumen pembayaran serta penyusunan laporan
realisasi keuangan.

Subbagian Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan administrasi belanja pegawai, perjalanan
dinas dan pengelolaan penatausahaan penerimaan
negara bukan pajak.

Subbagian  Akuntansi dan  Pelaporan Keuangan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan sistem akuntansi, verifikasi, rekonsiliasi dan
penyusunan laporan keuangan BMKG, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, serta penyiapan
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bahan tindak lanjut hasil reviu aparat pengawas internal

pemerintah dan hasil audit laporan keuangan.

Pasal 54
Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan
pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara serta

penyusunan laporan barang milik negara BMKG.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54, Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan pengadaan
barang dan jasa di bidang peralatan operasional dan
administrasi serta penunjang perkantoran di lingkup
kantor pusat;

b. penyiapan bahan pengelolaan, perencanaan kebutuhan,
penatausahaan, pengawasan dan pengendalian dan
manajemen informasi barang milik negara di lingkungan
BMKG; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan gedung
perkantoran dan bangunan serta barang milik negara di

lingkungan BMKG.

Pasal 56
Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara terdiri atas :
a. Subbagian Pengadaan;
b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

c. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 57
(1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan pengadaan
barang dan jasa di bidang peralatan operasional dan
administrasi serta penunjang perkantoran di lingkup

kantor pusat.
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(2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan,
perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan
dan pengendalian dan manajemen informasi barang milik
negara di lingkungan BMKG.

(3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan
perawatan gedung perkantoran, barang milik negara,
sarana dan prasarana penunjang perkantoran di

lingkungan BMKG.

Pasal 58
Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi tata
usaha pimpinan dan keprotokolan serta urusan rumah tangga

BMKG dan Biro.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan  pelaksanaan dan  koordinasi
pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan;

b. pengelolaan urusan rumah tangga, tata usaha dan
pelaksanaan urusan keprotokolan;

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
dan

d. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi di

lingkungan pimpinan BMKG.

Pasal 60
Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas :
a. Subbagian Persuratan dan Arsip;
b. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol; dan

c. Unit Tata Usaha Pimpinan.
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Pasal 61

Subbagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi
pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan serta
manajemen informasi arsip.

Subbagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai
tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan urusan
kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Unit Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan
pelayanan administrasi dan tugas-tugas harian kepada

Kepala Badan/Sekretaris Utama/Para Deputi.

Pasal 62

Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (3), meliputi :

a.

o

oo a0

Subbagian Tata Usaha Kepala;

Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Meteorologi;
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Klimatologi;
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Geofisika; dan
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Instrumentasi,

Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi.

Pasal 63

Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 secara administratif bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol.
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BAB V
DEPUTI BIDANG METEOROLOGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 64
(1) Deputi Bidang Meteorologi adalah wunsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang meteorologi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.
(2) Deputi Bidang Meteorologi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 65
Deputi Bidang Meteorologi mempunyai tugas merumuskan,
melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan
teknis serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di

bidang meteorologi.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65, Deputi Bidang Meteorologi menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis observasi serta pengelolaan
data dan informasi di bidang meteorologi;

b. pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di
bidang meteorologi;

c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan
data dan informasi di bidang meteorologi;

d. koordinasi dan kerja sama observasi serta pengelolaan
data dan informasi di bidang meteorologi;

e. pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi;

f.  penyampaian informasi dan peringatan dini kepada
instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan
dengan kondisi cuaca ekstrim yang sedang dan/atau

akan terjadi;
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g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
meteorologi;

h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian,
pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi;

i.  koordinasi dan kerja sama penelitian, pengkajian, dan
pengembangan di bidang meteorologi; dan

j-  pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan

pengembangan di bidang meteorologi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 67
Deputi Bidang Meteorologi terdiri atas :
a. Pusat Meteorologi Penerbangan;
b. Pusat Meteorologi Maritim; dan
c. Pusat Meteorologi Publik.

Bagian Ketiga

Pusat Meteorologi Penerbangan

Pasal 68
Pusat Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan

informasi di bidang meteorologi penerbangan.

Pasal 69
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68, Pusat Meteorologi Penerbangan menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan

pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
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kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen observasi meteorologi penerbangan;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen operasi; dan

c. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang

informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 70
Pusat Meteorologi Penerbangan terdiri atas :
a. Bidang Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan;
b. Bidang Manajemen Operasi;
c. Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71
Bidang Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis,
pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta
pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi

penerbangan.

Pasal 72
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, Bidang Manajemen Observasi Meteorologi
Penerbangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi

kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
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bidang manajemen observasi meteorologi permukaan;
dan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang manajemen observasi meteorologi udara atas.

Pasal 73

Bidang Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan terdiri

atas :

a.

(1)

(2)

Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi
Permukaan; dan

Subbidang Manajemen Observasi Udara Atas.

Pasal 74

Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Permukaan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen observasi meteorologi permukaan.

Subbidang Manajemen Observasi Udara Atas mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen

observasi meteorologi udara atas.

Pasal 75
Bidang Manajemen Operasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis,
pembinaan teknis dan pengendalian terhadap

kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
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kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen

operasi.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75, Bidang Manajemen Operasi menyelenggarakan

fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen operasi meteorologi penerbangan; dan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang manajemen operasi meteorologi publik.

Pasal 77

Bidang Manajemen Operasi terdiri atas :

a.

(1)

(2)

Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Penerbangan;
dan

Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Publik.

Pasal 78

Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Penerbangan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen operasi meteorologi penerbangan.

Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Publik
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan

pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
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kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang manajemen operasi meteorologi publik.

Pasal 79
Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan
pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional
dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang

informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di
bidang layanan informasi meteorologi penerbangan; dan

b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di

bidang diseminasi informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 81
Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan terdiri atas :
a. Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan;
dan
b. Subbidang Diseminasi Informasi Meteorologi

Penerbangan.

Pasal 82
(1) Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama,
pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi

meteorologi penerbangan.
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(2) Subbidang Diseminasi Informasi Meteorologi
Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang

diseminasi informasi meteorologi penerbangan.

Bagian Keempat

Pusat Meteorologi Maritim

Pasal 83
Pusat Meteorologi Maritim mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian
terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang

meteorologi maritim.

Pasal 84
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83, Pusat Meteorologi Maritim menyelenggarakan fungsi

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen meteorologi maritim; dan

b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang

informasi meteorologi dan iklim maritim.

Pasal 85
Pusat Meteorologi Maritim terdiri atas :
a. Bidang Manajemen Meteorologi Maritim;
b. Bidang Informasi Meteorologi Maritim; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 86
Bidang Manajemen Meteorologi Maritim mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan
teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta

pengelolaan di bidang manajemen meteorologi maritim.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86, Bidang Manajemen Meteorologi Maritim

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen observasi meteorologi maritim; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang manajemen operasi meteorologi maritim.

Pasal 88
Bidang Manajemen Meteorologi Maritim terdiri atas :
a. Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Maritim;
dan

b. Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Maritim.

Pasal 89
(1) Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Maritim
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang manajemen observasi meteorologi maritim.
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(2) Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Maritim
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang manajemen operasi meteorologi maritim.

Pasal 90
Bidang Informasi Meteorologi Maritim mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan
pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional
dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang

informasi meteorologi maritim.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 90, Bidang  Informasi  Meteorologi Maritim

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang
analisis dan prediksi meteorologi dan iklim maritim; dan

b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan
di bidang layanan informasi meteorologi dan iklim

maritim.

Pasal 92
Bidang Informasi Meteorologi Maritim terdiri atas :
a. Subbidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim; dan

b. Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Maritim.
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Pasal 93

(1) Subbidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama
serta pengelolaan di bidang analisis dan prediksi
meteorologi dan iklim maritim.

(2) Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Maritim
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama,
pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi

meteorologi dan iklim maritim.

Bagian Kelima

Pusat Meteorologi Publik

Pasal 94
Pusat Meteorologi Publik mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang

meteorologi publik.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94, Pusat Meteorologi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan—-dan pelayanan
di bidang layanan informasi cuaca;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan—-dan pelayanan
informasi di bidang prediksi dan peringatan dini cuaca;

dan
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c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama,
pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang

pengelolaan citra inderaja.

Pasal 96
Pusat Meteorologi Publik terdiri atas :
a. Bidang Layanan Informasi Cuaca;
b. Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca;
c. Bidang Pengelolaan Citra Inderaja; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 97
Bidang Layanan Informasi Cuaca mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan

pelayanan di bidang produksi dan diseminasi informasi cuaca.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 97, Bidang Layanan Informasi Cuaca

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di
bidang produksi informasi cuaca; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di

bidang diseminasi informasi cuaca.

Pasal 99
Bidang Layanan Informasi Cuaca terdiri atas :
a. Subbidang Produksi Informasi Cuaca; dan

b. Subbidang Diseminasi Informasi Cuaca.



33 2016, No.555

Pasal 100

(1) Subbidang Produksi Informasi Cuaca mempunyai tugas
melakukan penyiapan  bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama,
pengelolaan dan pelayanan di bidang produksi informasi
cuaca.

(2) Subbidang Diseminasi Informasi Cuaca mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama,
pengelolaan dan pelayanan di bidang diseminasi

informasi cuaca.

Pasal 101
Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan
pelayanan informasi di bidang prediksi dan peringatan dini

cuaca.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101, Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan
informasi di bidang prediksi cuaca; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan

informasi di bidang peringatan dini cuaca.
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Pasal 103
Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca terdiri atas :
a. Subbidang Prediksi Cuaca; dan

Subbidang Peringatan Dini Cuaca.

Pasal 104

(1) Subbidang Prediksi Cuaca mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan
informasi di bidang prediksi cuaca.

(2) Subbidang Peringatan Dini Cuaca mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama,
pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang

peringatan dini cuaca.

Pasal 105
Bidang Pengelolaan Citra Inderaja mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama,
pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang pengelolaan

citra inderaja.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105, Bidang Pengelolaan Citra Inderaja

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama,
pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang
pengelolaan citra radar cuaca; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis,
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koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama,
pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang

pengelolaan citra satelit cuaca.

Pasal 107

Bidang Pengelolaan Citra Inderaja terdiri atas :

(1)

(2)

(1)

(2)

Subbidang Pengelolaan Citra Radar Cuaca; dan

Subbidang Pengelolaan Citra Satelit Cuaca.

Pasal 108

Subbidang Pengelolaan Citra Radar Cuaca mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis, koordinasi kegiatan fungsional
dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di
bidang pengelolaan citra radar cuaca.

Subbidang Pengelolaan Citra Satelit Cuaca mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis, koordinasi kegiatan fungsional
dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di

bidang pengelolaan citra satelit cuaca.

BAB VI
DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 109
Deputi Bidang Klimatologi adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang klimatologi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.
Deputi Bidang Klimatologi dipimpin oleh Deputi.
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Pasal 110
Deputi Bidang Klimatologi mempunyai tugas merumuskan,
melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan
teknis, serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di

bidang klimatologi termasuk di dalamnya kualitas udara.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 110, Deputi Bidang Klimatologi menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis observasi serta pengelolaan
data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas
udara;

b. pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di
bidang klimatologi dan kualitas udara;

c. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengelolaan
data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas
udara;

d. koordinasi dan kerja sama observasi serta pengelolaan
data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas
udara;

e. pelayanan data dan informasi di bidang klimatologi dan
kualitas udara;

f. penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait
serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim,
kondisi iklim, dan kualitas udara, termasuk konsentrasi
gas rumah kaca, pada masa lampau, yang sedang
dan/atau akan terjadi;

g. pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan
di bidang klimatologi dan kualitas udara;

h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian,
pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan
kualitas udara;

i.  koordinasi dan kerja sama penelitian, pengkajian, dan

pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara;

j-  pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan

pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 112
Deputi Bidang Klimatologi terdiri atas :
a. Pusat Informasi Perubahan Iklim; dan

b. Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan.

Bagian Ketiga

Pusat Informasi Perubahan Iklim

Pasal 113
Pusat Informasi Perubahan Iklim mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian teknis, pengelolaan iklim dan komposisi kimia
atmosfer, penyediaan produk informasi dan jasa, standarisasi
produk informasi iklim serta koordinasi kegiatan fungsional

dan kerja sama di bidang informasi perubahan iklim.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 113, Pusat Informasi Perubahan Iklim

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis,
pengelolaan iklim dan komposisi kimia atmosfer, serta
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang
analisis perubahan iklim;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis,
pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa
serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di
bidang analisis variabilitas iklim; dan

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan

pengendalian teknis, penyediaan standarisasi produk
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informasi iklim, dan koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama di bidang manajemen operasi iklim dan

kualitas udara.

Pasal 115
Pusat Informasi Perubahan Iklim terdiri atas :
a. Bidang Analisis Perubahan Iklim;
b. Bidang Analisis Variabilitas Iklim;
c. Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara;
dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 116
Bidang Analisis Perubahan Iklim mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian
teknis, pengelolaan iklim dan komposisi kimia atmosfer, serta
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang
analisis dan proyeksi perubahan iklim, dan analisis komposisi

kimia atmosfer.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 116, Bidang Analisis Perubahan Iklim

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis,
pengelolaan iklim, dan koordinasi kegiatan fungsional
dan kerja sama di bidang analisis dan proyeksi
perubahan iklim; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis,
pengelolaan komposisi kimia atmosfer, dan koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis

komposisi kimia atmosfer.
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Pasal 118
Bidang Analisis Perubahan Iklim terdiri atas :
a. Subbidang Analisis dan Proyeksi Perubahan Iklim; dan

Subbidang Analisis Komposisi Kimia Atmosfer.

Pasal 119

(1) Subbidang Analisis dan Proyeksi Perubahan Iklim
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis,
pengelolaan iklim, dan koordinasi kegiatan fungsional
dan kerja sama di bidang analisis dan proyeksi
perubahan iklim.

(2) Subbidang Analisis Komposisi Kimia Atmosfer
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis,
pengelolaan komposisi kimia atmosfer, dan koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis

komposisi kimia atmosfer.

Pasal 120
Bidang Analisis Variabilitas Iklim mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian
teknis, pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan
jasa serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di

bidang analisis dan informasi iklim, dan peringatan dini iklim.

Pasal 121
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120, Bidang Analisis Variabilitas Iklim
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis,
pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa,

serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di
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bidang analisis dan informasi iklim; dan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis,
pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa,
serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di

bidang peringatan dini iklim.

Pasal 122

Bidang Analisis Variabilitas Iklim terdiri atas :

(1)

(2)

Subbidang Analisis dan Informasi Iklim; dan

Subbidang Peringatan Dini Iklim.

Pasal 123

Subbidang Analisis dan Informasi Iklim mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pengendalian  teknis, pengelolaan  iklim,
penyediaan produk informasi dan jasa, serta koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis
dan informasi iklim.

Subbidang Peringatan Dini Iklim mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan,
pengendalian teknis, pengelolaan iklim, penyediaan
produk informasi dan jasa, serta koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama di bidang peringatan dini

iklim.

Pasal 124

Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis,

pembinaan teknis dan pengendalian teknis, penyediaan

standarisasi produk informasi iklim, dan koordinasi kegiatan

fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi iklim

dan kualitas udara.
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Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124, Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas

Udara menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis,
penyediaan standarisasi produk informasi iklim,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang
manajemen operasi iklim; dan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian teknis, serta koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi

kualitas udara.

Pasal 126

Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara terdiri

atas :

a.
b.

(1)

(2)

Subbidang Manajemen Operasi [klim; dan

Subbidang Manajemen Operasi Kualitas Udara.

Pasal 127

Subbidang Manajemen Operasi Iklim mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian teknis, penyediaan standarisasi produk
informasi iklim, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama di bidang manajemen operasi iklim.

Subbidang Manajemen  Operasi Kualitas Udara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian teknis, serta koordinasi kegiatan fungsional
dan kerja sama di bidang manajemen operasi kualitas

udara.
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Bagian Keempat

Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan

Pasal 128
Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang

layanan informasi iklim terapan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 128, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang
informasi iklim terapan;

b. penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang
informasi kualitas udara; dan

c. penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang

diseminasi informasi iklim dan kualitas udara.

Pasal 130
Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan terdiri atas :
a. Bidang Informasi Iklim Terapan;
Bidang Informasi Kualitas Udara;
c. Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara;
dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 131
Bidang Informasi Iklim Terapan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi dan jasa
konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di
bidang informasi iklim lingkungan dan  informasi iklim

infrastruktur.
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Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 131, Bidang Informasi Iklim Terapan menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa
konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama di bidang informasi iklim lingkungan; dan

b. penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa
konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja

sama di bidang informasi iklim infrastruktur.

Pasal 133
Bidang Informasi lklim Terapan terdiri atas :
a. Subbidang Informasi Iklim Lingkungan; dan

b. Subbidang Informasi Iklim Infrastruktur.

Pasal 134

(1) Subbidang Informasi Iklim Lingkungan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan
jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama di bidang informasi iklim lingkungan.

(2) Subbidang Informasi Iklim Infrastruktur mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi
dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan

kerja sama di bidang informasi iklim infrastruktur.

Pasal 135
Bidang Informasi Kualitas Udara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi dan jasa
konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di
bidang informasi gas rumah kaca dan informasi pencemaran

udara.

Pasal 136
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 135, Bidang Informasi Kualitas Udara

menyelenggarakan fungsi :
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a. penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa
konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama di bidang informasi gas rumah kaca; dan

b. penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa
konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja

sama di bidang informasi pencemaran udara.

Pasal 137
Bidang Informasi Kualitas Udara terdiri atas :
a. Subbidang Informasi Gas Rumah Kaca ; dan

b. Subbidang Informasi Pencemaran Udara .

Pasal 138

(1) Subbidang Informasi Gas Rumah Kaca mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan
jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama di bidang informasi gas rumah kaca.

(2) Subbidang Informasi Pencemaran Udara mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi
dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan

kerjam sama di bidang informasi pencemaran udara.

Pasal 139
Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan
informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional
dan kerja sama di bidang produksi informasi iklim dan

kualitas udara, dan sistem informasi iklim dan kualitas udara.

Pasal 140
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139, Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas
Udara menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa
konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama di bidang produksi informasi iklim dan kualitas

udara; dan
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penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa
konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama di bidang sistem informasi iklim dan kualitas

udara.

Pasal 141

Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara terdiri

atas :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara;
dan

Subbidang Sistem Informasi Iklim dan Kualitas Udara.

Pasal 142

Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang produksi
informasi iklim dan kualitas udara.

Subbidang Sistem Informasi Iklim dan Kualitas Udara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang sistem

informasi iklim dan kualitas udara.

BAB VII
DEPUTI BIDANG GEOFISIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 143
Deputi Bidang Geofisika adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang geofisika yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
Deputi Bidang Geofisika dipimpin oleh Deputi.
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Pasal 144

Deputi Bidang Geofisika mempunyai tugas merumuskan,

melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan

teknis, serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di

bidang geofisika.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 144, Deputi Bidang Geofisika menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis observasi serta pengelolaan
data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan
dengan gempabumi dan tsunami, seismologi teknik,
geopotensial, dan tanda waktu;

pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di
bidang geofisika yang berkenaan dengan gempabumi dan
tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda
waktu;

pelaksanaan dan pembinaan dan  pengendalian
pengelolaan data dan informasi di bidang geofisika yang
berkenaan dengan gempabumi dan tsunami, seismologi
teknik, geopotensial, dan tanda waktu;

koordinasi dan kerja sama observasi serta pengelolaan
data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan
dengan gempabumi dan tsunami, seismologi teknik,
geopotensial, dan tanda waktu;

pelayanan data dan informasi di bidang geofisika yang
berkenaan dengan gempabumi dan tsunami, seismologi
teknik, geopotensial, dan tanda waktu;

penyampaian informasi dan peringatan dini kepada
instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan
dengan kondisi, kejadian dan/atau potensi gempabumi
dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda
waktu;

pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan
di bidang geofisika;

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian,

pengkajian dan pengembangan di bidang geofisika;
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i.  koordinasi dan kerja sama penelitian, pengkajian, dan
pengembangan di bidang geofisika; dan
j-  pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan

pengembangan di bidang geofisika.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 146
Deputi Bidang Geofisika terdiri atas :
a. Pusat Gempabumi dan Tsunami; dan
b. Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda
Waktu.

Bagian Ketiga

Pusat Gempabumi dan Tsunami

Pasal 147
Pusat Gempabumi dan Tsunami mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang

gempabumi dan tsunami.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 147, Pusat Gempabumi dan Tsunami menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang informasi gempabumi dan peringatan dini
tsunami;

b. pemberian perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
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dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta
pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang
mitigasi gempabumi dan tsunami; dan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang manajemen operasi gempabumi dan tsunami.

Pasal 149

Pusat Gempabumi dan Tsunami terdiri atas :

a.

Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini
Tsunami;

Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami;

Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan Tsunami;
dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 150

Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis,

pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan

teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta

pengelolaan di bidang informasi gempabumi dan peringatan

dini tsunami.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 150, Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini

Tsunami menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan  teknis, pemberian bimbingan teknis,
pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama

serta pengelolaan di bidang informasi gempabumi; dan
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b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang peringatan dini tsunami.

Pasal 152
Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami
terdiri atas :
a. Subbidang Informasi Gempabumi; dan

b. Subbidang Peringatan Dini Tsunami.

Pasal 153

(1) Subbidang Informasi Gempabumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang  informasi
gempabumi.

(2) Subbidang Peringatan Dini Tsunami mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang peringatan dini

tsunami.

Pasal 154
Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan
teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan
serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang

mitigasi gempabumi dan tsunami.
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Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 154, Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta
pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang
mitigasi gempabumi; dan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta
pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang

mitigasi tsunami.

Pasal 156

Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami terdiri atas:

(1)

(2)

Subbidang Mitigasi Gempabumi; dan

Subbidang Mitigasi Tsunami.

Pasal 157

Subbidang Mitigasi Gempabumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan
jasa konsultasi di bidang mitigasi gempabumi.

Subbidang  Mitigasi Tsunami mempunyai tugas
melakukan penyiapan  bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan

jasa konsultasi di bidang mitigasi tsunami.
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Pasal 158
Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan Tsunami
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis,
pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta
pengelolaan di bidang manajemen operasi gempabumi dan

tsunami.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 158, Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan

Tsunami menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen operasi gempabumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang manajemen operasi tsunami.

Pasal 160
Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan Tsunami terdiri
atas :
a. Subbidang Manajemen Operasi Gempabumi; dan

b. Subbidang Manajemen Operasi Tsunami.

Pasal 161
(1) Subbidang Manajemen Operasi Gempabumi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan

kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen
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operasi gempabumi.

(2) Subbidang Manajemen Operasi Tsunami mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen

operasi tsunami.

Bagian Keempat
Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda
Waktu

Pasal 162
Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda
Waktu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis,
pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta
pengelolaan di bidang seismologi teknik, geofisika potensial

dan tanda waktu.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 162, Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan

Tanda Waktu menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang seismologi teknik;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan

udara; dan
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c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen operasi seismologi teknik, geofisika

potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara.

Pasal 164
Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda
Waktu terdiri atas :
a. Bidang Seismologi Teknik;
b. Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu;
c. Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika
Potensial dan Tanda Waktu; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165
Bidang Seismologi Teknik mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang

seismologi teknik.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 165, Bidang Seismologi Teknik menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang analisis seismologi teknik; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi

kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta
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pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang

layanan informasi seismologi teknik.

Pasal 167
Bidang Seismologi Teknik terdiri atas :
a. Subbidang Analisis Seismologi Teknik; dan

Subbidang Layanan Informasi Seismologi Teknik.

Pasal 168

(1) Subbidang Analisis Seismologi Teknik mempunyai tugas
melakukan penyiapan  bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang analisis
seismologi teknik.

(2) Subbidang Layanan Informasi Seismologi Teknik
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta
pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang

layanan informasi seismologi teknik.

Pasal 169
Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan
teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta
pengelolaan di bidang geofisika potensial, tanda waktu, dan

kelistrikan udara.

Pasal 170
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 169, Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu
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menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang analisis geofisika potensial, tanda waktu, dan
kelistrikan udara; dan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta
pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang
layanan informasi geofisika potensial, tanda waktu, dan

kelistrikan udara.

Pasal 171

Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu terdiri atas :

a.

(1)

(2)

Subbidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu;
dan
Subbidang Layanan Informasi Geofisika Potensial dan

Tanda Waktu.

Pasal 172

Subbidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang analisis geofisika potensial, tanda waktu, dan
kelistrikan udara.

Subbidang Layanan Informasi Geofisika Potensial dan
Tanda Waktu mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi

kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta
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pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang
layanan informasi geofisika potensial, tanda waktu, dan

kelistrikan udara.

Pasal 173
Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika
Potensial dan Tanda Waktu mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang
manajemen operasi seismologi teknik, geofisika potensial,

tanda waktu, dan kelistrikan udara.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 173, Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik,

Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen operasi seismologi teknik; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen operasi geofisika potensial, tanda

waktu dan kelistrikan udara.

Pasal 175
Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika
Potensial dan Tanda Waktu terdiri atas :
a. Subbidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik; dan
b. Subbidang Manajemen Operasi Geofisika Potensial dan

Tanda Waktu.
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Pasal 176

(1) Subbidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama, serta pengelolaan di
bidang manajemen operasi seismologi teknik.

(2) Subbidang Manajemen Operasi Geofisika Potensial dan
Tanda Waktu mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen operasi geofisika potensial, tanda

waktu dan kelistrikan udara.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG instrumentasi, kalibrasi, rekayasa,
dan JARINGAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 177
(1) Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan
Jaringan Komunikasi adalah unsur pelaksana sebagian
tugas dan fungsi BMKG di bidang instrumentasi,
kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan

Jaringan Komunikasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 178
Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan
Jaringan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan,

melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan
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sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan
komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara,

dan geofisika.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 178, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa,

dan Jaringan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sistem instrumentasi,
kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang
meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

b. pembangunan dan pengelolaan sistem instrumentasi,
kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang
meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;

c. pelaksanaan  kalibrasi, rekayasa, dan  jaringan
komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas
udara dan geofisika;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan
komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas
udara, dan geofisika; dan

e. koordinasi dan kerja sama sistem instrumentasi,
kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang

meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 180
Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan
Jaringan Komunikasi terdiri atas :
a. Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa;
b. Pusat Database; dan

c. Pusat Jaringan Komunikasi.
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Bagian Ketiga

Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa

Pasal 181
Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang

instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 181, Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan
meteorologi;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan
klimatologi; dan

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan

geofisika.

Pasal 183
Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa terdiri atas :

a. Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan
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Meteorologi;

b. Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan
Klimatologi;

c. Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan
Geofisika; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 184
Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan
Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian
terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang Instrumentasi dan

Rekayasa, serta kalibrasi Peralatan Meteorologi.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 184, Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa

Peralatan Meteorologi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama, dan pengelolaan di
bidang instrumentasi dan rekayasa  peralatan
meteorologi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang kalibrasi peralatan meteorologi.

Pasal 186
Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan
Meteorologi terdiri atas :
a. Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan

Meteorologi; dan
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b. Subbidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi.

Pasal 187

(1) Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan
Meteorologi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang instrumentasi dan rekayasa  peralatan
meteorologi.

(2) Subbidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi

peralatan meteorologi.

Pasal 188
Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan
Klimatologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian
terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan

rekayasa, serta kalibrasi peralatan klimatologi.

Pasal 189
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188, Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa
Peralatan Klimatologi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi

kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
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bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan klimatologi;
dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang kalibrasi peralatan klimatologi.

Pasal 190
Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan
Klimatologi terdiri atas :
a. Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan
Klimatologi; dan

b. Subbidang Kalibrasi Peralatan Klimatologi.

Pasal 191
(1) Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan
Klimatologi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan klimatologi.
(2) Subbidang Kalibrasi Peralatan Klimatologi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi

peralatan klimatologi.

Pasal 192
Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan
Geofisika, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian

terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
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kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan

rekayasa, serta kalibrasi peralatan geofisika.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 192, Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa

Peralatan Geofisika menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan geofisika;
dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang kalibrasi peralatan geofisika.

Pasal 194
Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan
Geofisika terdiri atas :
a. Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan
Geofisika; dan

b. Subbidang Kalibrasi Peralatan Geofisika.

Pasal 195

(1) Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan
Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan geofisika.

(2) Subbidang Kalibrasi Peralatan Geofisika mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
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teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi

peralatan geofisika.

Bagian Keempat

Pusat Database

Pasal 196
Pusat Database mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja

sama serta pengelolaan di bidang database.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 196, Pusat Database menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen database;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang pengembangan database; dan

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang pemeliharaan database.

Pasal 198
Pusat Database terdiri atas :

a. Bidang Manajemen Database;
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b. Bidang Pengembangan Database;
c. Bidang Pemeliharaan Database; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 199
Bidang Manajemen Database mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan
teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta
pengelolaan di bidang manajemen database meteorologi,

klimatologi, dan geofisika, serta umum.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 199, Bidang Manajemen Database menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen database meteorologi, klimatologi, dan
geofisika; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang manajemen database umum.

Pasal 201
Bidang Manajemen Database terdiri atas :
a. Subbidang Manajemen Database Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika; dan

b.  Subbidang Manajemen Database Umum.

Pasal 202

(1) Subbidang Manajemen Database Meteorologi, Klimatologi,
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dan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang manajemen database meteorologi, klimatologi,
dan geofisika.

(2) Subbidang Manajemen Database Umum mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen

database umum.

Pasal 203
Bidang Pengembangan  Database mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan
teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta
pengelolaan di bidang pengembangan database meteorologi,

klimatologi, dan geofisika, serta umum.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 203, Bidang Pengembangan Database

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang pengembangan database meteorologi, klimatologi,
dan geofisika; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis

dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
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kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang pengembangan database umum.

Pasal 205
Bidang Pengembangan Database terdiri atas :
a. Subbidang Pengembangan  Database  Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika; dan

b. Subbidang Pengembangan Database Umum.

Pasal 206

(1) Subbidang Pengembangan  Database  Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang pengembangan database meteorologi, klimatologi,
dan geofisika.

(2) Subbidang Pengembangan Database Umum mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang pengembangan

database umum.

Pasal 207
Bidang Pemeliharaan Database mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan
teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta
pengelolaan di bidang pemeliharaan database meteorologi,

klimatologi, dan geofisika, serta umum.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 207, Bidang Pemeliharaan Database menyelenggarakan

fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang pemeliharaan database meteorologi, klimatologi,
dan geofisika; dan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

bidang pemeliharaan database umum.

Pasal 209

Bidang Pemeliharaan Database terdiri atas :

a.

(1)

(2)

Subbidang Pemeliharaan Database Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika; dan

Subbidang Pemeliharaan Database Umum.

Pasal 210

Subbidang Pemeliharaan Database Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis
dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di
bidang pemeliharaan database meteorologi, klimatologi,
dan geofisika.

Subbidang Pemeliharaan Database Umum mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama serta pengelolaan di bidang pemeliharaan

database umum.
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Bagian Kelima

Pusat Jaringan Komunikasi

Pasal 211
Pusat Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian
terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan di

bidang jaringan komunikasi.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 211, Pusat Jaringan Komunikasi menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan,
pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama di bidang operasional jaringan komunikasi;

b. penyiapan pembangunan, pengembangan, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang
pengembangan jaringan komunikasi; dan

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian
bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian
terhadap  kebijakan  teknis, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama di bidang manajemen jaringan

komunikasi.

Pasal 213
Pusat Jaringan Komunikasi terdiri atas :
a. Bidang Operasional Jaringan Komunikasi;
b. Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi;
c. Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 214
Bidang Operasional Jaringan Komunikasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis,
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pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional

dan kerja sama di bidang operasional jaringan komunikasi.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 214, Bidang Operasional Jaringan Komunikasi

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama di bidang operasional
teknologi komunikasi; dan

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama di bidang operasional

teknologi informasi.

Pasal 216
Bidang Operasional Jaringan Komunikasi terdiri atas :
a. Subbidang Operasional Teknologi Komunikasi; dan

b. Subbidang Operasional Teknologi Informasi.

Pasal 217

(1) Subbidang Operasional Teknologi Komunikasi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan,
pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
sama di bidang operasional teknologi komunikasi.

(2) Subbidang Operasional Teknologi Informasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis, pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang operasional

teknologi informasi.

Pasal 218
Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pembangunan,

pengembangan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja
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sama di bidang pengembangan jaringan komunikasi.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 218, Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pembangunan, pengembangan,
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang
pengembangan teknologi komunikasi; dan

b. penyiapan bahan pembangunan, pengembangan.
koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang

pengembangan teknologi informasi.

Pasal 220
Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi terdiri atas :
a. Subbidang Pengembangan Teknologi Komunikasi; dan

b. Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi.

Pasal 221

(1) Subbidang  Pengembangan  Teknologi = Komunikasi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama di bidang pengembangan
teknologi komunikasi.

(2) Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan
fungsional dan kerja sama di bidang pengembangan

teknologi informasi.

Pasal 222
Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan

fungsional dan kerja sama, di bidang manajemen jaringan
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komunikasi.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 222, Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan  perumusan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen
teknologi komunikasi; dan

penyiapan bahan  perumusan  kebijakan  teknis,
pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen

teknologi informasi.

Pasal 224

Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi terdiri atas :

(1)

(2)

Subbidang Manajemen Teknologi Komunikasi; dan

Subbidang Manajemen Teknologi Informasi.

Pasal 225

Subbidang Manajemen Teknologi Komunikasi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama di bidang manajemen teknologi komunikasi.

Subbidang Manajemen Teknologi Informasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan  teknis, pemberian bimbingan teknis,
pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan
teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di

bidang manajemen teknologi informasi.
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BAB IX
INSPEKTORAT

Pasal 226
(1) Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan
BMKG yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 227
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan BMKG.

Pasal 228
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 227, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penyusunan rencana pengawasan
fungsional;
b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat; dan

d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 229
Inspektorat terdiri atas :
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 230
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
tata usaha dan rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian,

kearsipan dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.
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BAB X
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 231

(1) Pusat Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut
Puslitbang adalah unsur penunjang tugas dan fungsi
BMKG di bidang penelitian dan pengembangan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
melalui Sekretaris Utama.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Puslitbang
secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Deputi
yang berkesesuaian, dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3) Puslitbang dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 232
Puslitbang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan
diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan
dan perekayasaan di bidang meteorologi, klimatologi dan

geofisika.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 232, Puslitbang menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja
sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian,
pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang
meteorologi ;

b. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja
sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian,
pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang
klimatologi;

c. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja
sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian,
pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang

kualitas udara;
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penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja
sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian,
pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang
geofisika; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga,

keuangan dan kepegawaian.

Pasal 234

Puslitbang terdiri atas :

(1)

(2)

(3)

Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi;
Bidang Penelitian dan Pengembangan Klimatologi;
Bidang Penelitian dan Pengembangan Geofisika;
Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 235

Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan,
perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan
diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian,
pengembangan dan perekayasaan di bidang meteorologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Klimatologi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan,
perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan
diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian,
pengembangan dan perekayasaan di bidang klimatologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan  Geofisika
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan,
perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan
diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian,

pengembangan dan perekayasaan di bidang geofisika.

Pasal 236

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan

kepegawaian.
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BAB XI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 237
(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut
Pusdiklat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi
BMKG di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui
Sekretaris Utama.

(2) Pusdiklat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 238
Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
pembinaan di bidang perencanaan, pengembangan dan
penjaminan mutu serta penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang

meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi umum.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 238, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di
bidang perencanaan, pengembangan dan penjaminan
mutu pendidikan dan pelatihan pra-jabatan dan dalam
jabatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika
serta substansi umum, dan diseminasi informasi terkait
dengan pendidikan dan pelatihan;

b. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang
meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi
umum; dan

c. pelaksanaan urusan tata wusaha, rumah tangga,

keuangan dan kepegawaian.

Pasal 240
Pusdiklat terdiri atas :

a. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan
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Mutu;
b. Bidang Penyelenggaraan;
c. Subbagian Tata Usaha; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 241

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan,
pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan dan
pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang
meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi umum
dan diseminasi informasi terkait dengan pendidikan dan
pelatihan.

(1) Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan
pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang
meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi

umuim.

Pasal 242
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan

kepegawaian.

BAB XII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 243
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BMKG
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
888

Pasal 244
(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BMKG
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 terdiri atas
Jabatan Fungsional Pengamat/Analis, Peneliti, Auditor,
dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi
dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
bidang keahliannya yang diangkat dan diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon II di
lingkungan masing-masing.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 245
Di lingkungan BMKG dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis
penunjang BMKG sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 246
Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit
Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245,
ditetapkan dengan Peraturan Kepala setelah mendapat
persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
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BAB XIV
TATA KERJA

Pasal 247
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di
lingkungan BMKG wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan BMKG serta

instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 248
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 249
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BMKG
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 250
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 251
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan.

Pasal 252

Para Deputi, para Kepala Biro, para Kepala Pusat, secara
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hierarki menyampaikan laporan kepada Kepala, Sekretaris
Utama, Deputi di lingkungan BMKG, dan Sekretaris Utama
menyusun laporan berkala BMKG.

Pasal 253
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasal 254
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya
dan dalam rangka bimbingan pada bawahannya, wajib

mengadakan rapat berkala.

BAB XV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 255

(1) Kepala, merupakan jabatan struktural eselon l.a atau
jabatan pimpinan tinggi utama.

(2) Sekretaris Utama dan Deputi, merupakan jabatan
struktural eselon l.a atau jabatan pimpinan tinggi madya.

(3) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur, merupakan
jabatan struktural eselon Il.a atau jabatan pimpinan
tinggi pratama.

(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang, merupakan jabatan
struktural eselon Ill.a atau jabatan administrasi.

(5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, merupakan

jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 256
(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usulan Kepala.

(3) Pejabat eselon II kebawah diangkat dan diberhentikan



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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oleh Kepala.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 259

Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas
dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah
BMKG Pusat.

Kepala Bagian yang menangani fungsi penyiapan bahan
pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
di bidang peralatan operasional dan administrasi serta
penunjang perkantoran di lingkup kantor pusat di bidang
Barang/Jasa Pemerintah, karena sifat tugas dan
fungsinya menjadi Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah
BMKG Pusat.

Kepala Subbagian yang melakukan tugas penyiapan
bahan pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang
dan jasa di bidang peralatan operasional dan
administrasi serta penunjang perkantoran di lingkup
kantor pusat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi
Sekretaris ULP Barang/Jasa Pemerintah BMKG Pusat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai ULP Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 260

Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang
pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan,
dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya
melaksanakan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintahan secara Elektronik yang
selanjutnya disebut (LPSE) BMKG.

Kepala Bidang yang menangani fungsi penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
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teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap
kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan
kerja sama di bidang manajemen teknologi komunikasi,
karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala LPSE
BMKG.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai LPSE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 261

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi penyiapan koordinasi
dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta hubungan
pers dan media, karena sifat tugas dan fungsinya
menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama di lingkungan BMKG.

(2) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai PPID sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 257
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di
lingkungan BMKG sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor :
KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tetap berlaku beserta
Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru

berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 258
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua
Peraturan Kepala yang merupakan pelaksanaan dari

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
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Geofisika Nomor : KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah
dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan

Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 262
Perubahan atas susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menurut Peraturan
Kepala Badan ini dapat ditata kembali sesuai dengan
kebutuhan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi BMKG setelah 2 (dua) tahun ditetapkannya peraturan
ini oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang aparatur negara.

Pasal 263
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 264
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2016

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



2016, No.555

-85-

1ldn
NYONYEWIONIJ NYHLLY13d
NV NYILI13NId NYa NYMIQIONId
lvsnd 1vsnd
L3
.. Y ————— a4
_\ .......................................................................................... Jd
1
Miaand
i ISYMINNINON
i | 19070HO3 L3N
NYONRIVYr LvsSnd
! lvsnd
1
; NLMYM YaNVL Nvd Nvdvd3l WILLIN Y
_ asvaviva " IVISN3LOd VAISI4039 WITMI ISYIWHOLNI [9070¥0ZLIN
i lvsnd ‘WINMIL ID0T10WSIIS NYNVAV
; 1vsnd 1vsnd 1vsnd
1 —
" A= INYNNSL WITMI NVHVENHad NYONYEYaNad
i NsYINIWNuLshl b NVd INNEVdINID ISYWHOLNI [90704¥0313IN
1
m 1vsnd lvsnd 1vsnd 1vsnd
1
i I [
! ISYMINNINOX NYSNINYT
" NG R oI i T wyisid039 I90TOLYWITH 19070803131
i 1SYLNIWNYLSNI ONvYAId ILnd3a ONvadld ILNnd3a ONvalg ILnd3a ONvYalg ILNd3a
m T L3 L3 ¥
1
i VISNNYIN YAV ISYSINYDHO
' ¥39WNS Nva Nva zgzwm_umxmn_
! WNWN OXIg WNYNH ouIg
i 7y 2 7y
1
i
i vvY.LN
Ermimmmmimmm s s S s S s e Lydv13uyas LVHOLMIdSNI
*

VHISIHOED NYA ‘IDOTOLVINITIH ‘IDOTONOALAN NVAvd
VAAY VLWL NV ISYVSINVDAO

ONVLNYL

9T10C NMHVL € JOWON

VIISIIOTD NVA ‘IDOTOLYNITI
‘IDOTOFOALAN NVAVE VIVAAY NVINLVIdAd
NVIIdINVT

VIVd3ar




-86-

2016, No.555

70X010¥d Nvad
VHYSN V1Vl NvIovd

—

VHYOAN MITIN ONVHVYA
NYd NVdVMONITI3d
NviOvda

j—

NYONVNIM
NVIOvE

VISNNVIN VAVA ¥39NNS
NviOvE

VISNNVIA YAYQ ¥391NNS
Nva ANWN odig

+

IVMTHYASYIN
NYONNdNH —
NYIOvd

VNVSMYIVLVL
NVQ ISYSINYDYHO Ml
NYIOvd

VINYSYrd3ax —
NVIOvE

NNXNH NYONVENILY3d NYQ
NYONVANN-ONVANNYId je—
NYdN1lvd3d Nviova

ISYNTVAI Nvd
NYNYLNVYIN3d
NvIOvd

NYAVYOONY
NYNNSNAN3d
NYd NVHOOUd

NvIOvd

dIdvL
Nvd YNYON3IH
NvYIOovd

ISVSINYOHO NVdAd
WNXNH odig

NYVNVYON3H3d
odig

+

VINVLN LYIHIYLIHENTS




2016, No.555

_87-

TYNOISONNL
NvLlvavr
AOdINOTIIA
A
nisvniva3a Il NVHYOONY 393N "vYN1
NVQ NVNVLNVINSd Je— NYNNSNANId NV 1— HYEIH/NVINVINId fe—,
NVYIOv4a dns NY¥90Nd NYIOVE 9nS NYIOva ans
I 1S¥YN1vA3 Il NVNVOONY
NVd NYNYLNYINSd Je— NYNNSNAN3d Nvd 4— dIVL o
NVIOvYa 9ns NYY¥90¥d NYIOvdE 9ns NVIOVE ans
1 ISYNIVAS | NTHVOONV
NVd NYNYLNYINDd fe— NYNNSNAN3d Nva ¥+ VNVONIH .
NvIOvd ans WYN90dd NVIOVE gns NVIOvVE ans
ISYNIVAS NYHYOONY
Nvda NYNNSNAN3d Nvd vl 2_/.“““__%%_% N3
NVNVLNVYIN3d NVIOVd NVYO0ud NVIOVE

NVVNVON3d3d Odlg




-88-

2016, No.555

TYNOISONNA

AOdWOTIA WNMNH ISYIWHOANI
NVAd NYONVdWILAd3d .
NYIDOVvYE ans
YIA3N Nvad HWebEINN N\ akid Il NYONYANN-
S¥3d NVONNanH YNYSMYT VLVL R ED ONVANNYId NvanLvyad], |
NYIOVd ans NYIOv4g dns Nl NVYIOVYA dns NYIOvd dNsS
ISYLNIWNMOA NI9aN ¥vYN1 I NYONYANN-
NVa ISYMIgand __,_m%_wﬁ_m‘qu__m L VINVSYINEM ONVANNY3d NYuNLvyad |,
NvIOvd dns NYI©Ovg dns NVIOvE ans
| | _ |
JUVANVHVASYIN YNVSMY1 ViVl VINYSYFNIM INNMNH NYONVYAWNILLYE3d 2<n__
NYONNdNH NVd ISVSINYOHO NVIovE NYONVYANN-ONVANNY3d
NYIOVd NYIOVd NYHdNLlYHd3d NVIOVAa
i i T )

ISYSINVOYO Nvd
ANMYNH OdlIg




2016, No.555

-890-

NOMUVIMEXMIY TYH'SNI 'd3d NL
WAISIH039 'd3a N1
I20T0LVYNIT 'd30 NL

'Ovaans
'Ovaans
'Ovaans

— O™ <0 ©

|

[ —

19070d0313W 'd30 NL 'Ovddns
YANYL1S3S N1 'Ovddans
DHMAEYM NL Ovaans |_<_/_w_%.__.wwaﬂu_
. WOdWO3M YISNNYI YAYA ¥391NNS
L IYNOISONNA NYLVEvr
1 = NVY¥10139N3d Nvd
ISYLNIN
<I<_Mmyc.n__.a,_.“.n_._._z: “ NYONYNIM NYHOdvad NVIOVEans
NYYYVYHITIW3d NYQA ISNYLNNAY .
NYIOvEans M NVIOVYEaNS YISNNYW YAVYA ¥39nNsS
NYYH3LHYr3S3ar
NVQ YrYaNIM ISYN1vYAS
104010xd VEVOIN MITIN ONVYVE Mvryd NvYing NYQ NIWIFYNYW
NvA VOONVL HYWNY |, | NYV1OTIONId VHYOIN NYVWININAd  fe— NvIovEdns
NYIOvVEdns NYIOVEans Nvd IrY9 NYI9vgans
dISyY Nva | NYYAYON3d NYVYNVHYANIgNId B YISNNYW YAYQ ¥391NS
NVLvHNSH3ad NVIOVEENSs NYIOvEEns < NYONVYEWION3d
NYIOvY88ns NvYa NYYNYONI¥3d
NYIOVEdNs
[ _ { I
JOMOLOHd VHYO3AN MITIN ONvHvd NYONYNI
NYd YHYSN VL1Vl NYd NYdVMONITY3d NVIOVE VISNNYIN YAYQ 439dNS
NvIovd NvIOve NYIovd

VISNNVIA YAVA 439IANS
Nvad WNIAIN Odidg




-90-

2016, No.555

YrYd3dnNl vdllio NYONVYdd3IN3d
NYVYI1013ON3d  — 19070403 LIN
ONvalg ISYWHOANI ONVaIld
WILIFYIN
Yovno 19071040313
ISYWHO4NI ©Nvdld 1ISYH3dO NIWIArvYNYIW
INIQ NYLVYONIY3d —| oNvalg
NVQ ISMI3dd ©Nvald
NYONVYEd3IN3d
vovno WILIFIYI 19070803LIN
ISYWHOINI — 19070403 1L3IN ISYANISHO
NYNYAVY1 ONvaid NIWArYNYW ONvaig NIWIFYNYIN ONYaIg
r _ r
Alnand NILIYVYIN NYONVEd3IN3d
1907040313 1¥SNnd 1907040313 1LvsSnd 1907010313 Lvsnd
% A %

19071040313 N ONvaig

ILNd3d




2016, No.555

-91-

NVONVEYIN3d
190770403 1L3N
ISYWHOLNI ISYNIW3SIA
ONvaigans

TVNOISONNS
Nvivavr
MOdINOT3INA

AaNd 19070H03LIN
ISVH3dO
NIWIrvYNYW
ONvdigans

NYONVYEY3IN3d
190710403L3N
ISYWHOINI NYNVAYT
ONvaigans

NVONVEYIN3d
1907040313 I1ISYH3IdO
NIWIArvyNvW
ONvdigans

NYONvayd3aNad
19077040313
ISVINJOdNI ONvaig

—

1ISVH3dO NIWIArvNvIN
ONvalg

%

SYLVv vdvdn
ISYAYHISE0O NIWIArYNYIW
oNvaigans

le—

NYYMNNY3d
190710403 L3N
ISYAY3SE0 NIWIArYNVYI
ONvdadigans

f—

NYONVEy3IN3d
1907040313N
ISYAYISE0 NIWIArYNYIN
ONvdadig

3

NVONVEHINId 1907104031

1vsnd




-02-

2016, No.555

WILIKYIN
19070H031LaN
ISYWHOINI NYNVAV
ONvdigans

WILIRYIN
190710d03LIN
ISMIA3dd NVQA SISITYNY
ONvaigans

—

WILIRIVIN
19070403 13IN
ISYINHO4NI ©Nvadlg

3

IVYNOISONNS
Nvivavr
MOdINOTaN

1

WILLIHYIN 1907040313
1ISYH3dO NIWIArvNYIA
ONvaig ans

l—

WILRRYIN 19070H03LIN
ISYAYISEO NIWIArvNvYi
ONvAig ans

j—

—

WILIIVIN
19070403 13N
NIWIrvNVIN ONvald

WILIAVIN 1907040313
1vsnd




2016, No.555

-03-

TVNOISONN
Nv1vavr
MOdNOT3M
VOVNO LMALYS VYLD vovno
NVY10739Nad O N TN ISYWHOANI ISYNINISID  fe
oNvalgans oNvalgans
VOVNO HVAVY VHLIO vovno
NVY10139Nad R UNA et ISYWHOANI ISYNAOYHd e
ONvalgans ONvalgans
VrYHIaNI VLD vovNo vovno
NV¥10739Nad INIQ NVLYONINAd ISYWHOLNI
oNvalg NV ISYIa3¥d ONvald NVNVAY1 ONvalg

MIgand 19077040314

1vsnd




-94-

2016, No.555

vdvan sSvLIivnM Nvd vdavadn sv1iiinvni
INITIMI ISYINYOANI — NVA WNITMI ISTYEdO —
ISYNINISIA ONVdlg NIWIArYNVYIN O©Nvalgd
vdavan sSvYiiivnM INITIMI SYLITIGVYI™dVA
ISYIWNOANI ONvalg [ SISITYNY 9Nvalgd Nl
Nvdvd3aLl WITIMI NITMI NYHYANH3d
ISYWHO4NI ONvalg [* SISITYNY ONVdIg ]
—— —
NVdYY3IL WITMI WITMI NYHYENd3d
ISYIWHOANI NYNVAY1 ISVINHOLNI
1vsnd 1vsSnd
i i}

ID0TOLVINITH
ONVvAlg ILNnd3d




2016, No.555

-O5-

vavan svLvny ISYd3do
NIWIrvNvIN ONvaigans

l—

WITMI IST¥3dO
NIWArYNYIW ONvalgans

l—|

TYNOISONNA
Nvlvavr
MOdINOTIN

WITMI INIQ NYLYONIYAd
oNvalaans

WITMI ISYINYO4ANI Nvd
SISITVNY ONvalgans

vdvan SvLivni
NYQd WITMI ISTH3dO
NIWIrvNvIN ONvald

NI SYLITIGVI-MYA
SISITYNY ONvaid

N

HI4SONLY
YINIM ISISOdINOM
SISINMVYNY ONvdlgans

WITMI NYHYEaNy3d
ISM3AO¥d Nvd
SISITVNV ONvdlgans

NITYI NYHYand3d
SISITYNV ONvdld

WITTMI NvHVENyd3d
ISVINYO4NI
1vsnd




-96-

2016, No.555

Vdvan sviIivni Nva
NITAI ISYINHOANI WALSIS
oNvaigans

l—

vdvan sviivnM Nva
WITMI ISYINHOANI
ISMNAodd ©SNvalgdans

l—|

TYNOISONNA
Nvlvavr
MOdINOTIN

N

vdvdn NvdvN3aONdd
ISYWHO4NI ONvaigans [

ANLMNALSYHINI WITHI
ISVINHO4NI ONVAIgans

YOVM HYIWNY SYO
ISYIWNNO4NI ONvYalgans

NYONNMONITINITIMI
ISYINHO4NI ONvaigans

l—

vdvan sviIivnM Nva
WITMI ISYINHOANI
ISYNINTSIa ONvAld

vavan svLnvns
ISVINYIO4NI ©NvdId

NYdYHIL INITHI
ISYINYOANI ONvAIg

NVYdVd3l WITMI ISVINHOANI
NVNVAV 1vSnd




2016, No.555

_97-

N1IMYM YANVL Nvd
IVISNILOd YMISIHOTD MINMIAL
ID0TONWSIAS ISYYAdO

INVNNSL
Nva INNavdinao ISYY3dO

— —
NIW3rvNvYIN ONvaIg NIWIrYNYIN ONVaIg
NLMYM YANYL INYNNSL Nva
Nva
VISNILOd VYMISIH03D Ml _§=m<m_v_\_m_ww__w<o_:§ ]
ONvald
INYNNSL INIQ NVLYONI¥3d
MINM3L IDOTTONSIIS — NVQ INNGVdINID ISYINYOANI
oNvalg ONvalg _.I
i |
NIMVM VANVL
NVd TVISNILOd YXISIJ03D __\,_r_\m_@u._w,_mm_wz%nw_: d
‘MINMAL IDOTOWSIAS LvsSnd
i f

+

VMISId03D
ONVaig 1LNnd3d




-O08-

2016, No.555

INYNNSL
INIQ NYLVONIE3d —
ONvaigans

INNEGYdW3O
ISYINHOLNI —
ONvaigans

——

INVNNSL INId NVLYONIY3d
Nva
INNGYdINTDO ISYINHOLNI
ONvalg

YNOISONNA
NVLVEVP
MOdWOT3M
N
INYNNS.L INYNNSL
ISYN3dO
e ISVOLLIN .
NIWAFYNYI oNvalgans
ONvVaIgans
IWNEYdWID WAGYANES
ISYN3dO
| ISVOLLIN |
NIWIFYNYIN ool
oNvalgans
INVNNSL NVa INNGVAINTD INYNNSL NYa
ISVHIdO NIWAPYNYIN INNGYdNID
oNvalg ISYOILIN ONVaIg
A

INVNNSL NVA INNAGYdIND
1vsnd




2016, No.555

-90-

—

NvQd TVISNILOd YMISIH039
‘MINMIAL IDOTOWSIIS LvSnd

1YNOISONNA
NVLYEYr
MOdWOT3N
N
ALMYM YaNVL
NYQ TVISNILOd YMISIH03D NLMYM YANV.L
ISYH3dO NIWArYNYW NVQ WISNILOd YMISIHO3D _mﬁew_‘_mm__w"__wwum__,._,_w\_@m_
oNvaIggns ISYWHOSNI NYNVAYT  [F] pvwhb
ONvaIgans
MINMIL I90TOWSIAS NYQ JQ_thM%%_ow_m_._.m_ o35 MINMIL I90TONSIAS
ISYHIdO NIWIrYNYIN oy | SISFVYNY
oNvaIgans onvaIaanS oNvaIgans
|
N1MVM VONVL NLMVM VaNVL
NVQ TVISNILOd YMISIHOTO MINMAL NV
ID0TOWSITS ISYYIJO VISNALOd YMISIH03D v__zv_m._.o_zo%m__mz SI3s
NIWIrYNYIN ONVAIF ONvalg
NIMVM VANVYL




2016, No.555

100-

ISYMINNINOM NVONRIVT
NIWIrvYNVIN ONvalg

Jsvaviva

ISYMINNINOX NYONIHVYT
NYONVEWN3ION3d
ONvdadig

NYVYVHITdNId ONvdld

VMISIH039 NVIVIVY3d
VSVAVMIY NVA ‘ISYHEITYM p—
‘ISVLNIWNALSNI ONvaig

Jsvaviva
NYONVEWNIONId ONvdld

I9010LVINITY NVYLVYIvd3ad
VSVYAVMIY NVA ‘I1SvHEITYM
‘ISVLNIWNAULSNI ONvaig _.|

‘YSYAVMIY Nva ‘ISYHEITYM

_00|_Om_0m_._.m__>_z<._.<|_<m_m_n_
ISYLNIWNHULSNI ONvalg

asvaviva
ISYMINNINOM NYONRIYT NIWIFYNYIN
TVNOISYH3dO oNvalg
oNvalg
[
[
ISVMINNINOM
NVONINVYr dsvaviva 1vsnd
lvsSnd
ﬂ

VSYAYM3IY
NVQA ISvydITvH
‘ISYLINIWNYLSNI LvSnd

T

ISYMINNINOXY NVONIEVTP
NVA ‘VSYAVMIY ‘ISvHaITYA

‘ISVLNIINNYLSNI ONvaIg ILNd3A




2016, No.555

101

IYNOISONNS
Nv.ivavr
HAOdWOT1IM
A
YMISIH03D IDOTTOLYWITA 190710403 13IN
NVLVYIVH3Ad ISYHEITYM NVLVIVH3d ISYHEITYM — NVLVIVHAd ISVHEITYAT R
ONvaigans [ ONvaigans ONvaigans
YMISIJOIO NYLVYIvdad 1D9070H03LIN NVYLVYIvd3d
1D0TTOLYINITA
VSVAVYMIY Nvd - NVLYIVNId VSYAYMIY NYQ |e_] VSVYAYMIY Nvd |
ISYLNIWNHLSNI ISYLNIWNYLSNI ONVAIGENS ISYLNIWNHLSNI
ONvaigans ONvaigans

VYMISI403d9 NVYLVIvddd
VSVAVMIY Nva ‘ISvHgIvM
ISVLNIWNHLSNI ONvald

IDOTOLVINITM
VSVAVMIY NvQ ‘ISvyaITvi
‘ISVLNIWNYLSNI ONvalg

*

*

1907TO™NO413IN NVLVIVYdd
VSVAVMIY Nva ‘ISvagITuM
‘ISYLNIWNILSNI ONvalg

*

VSYAYMIY NVA ‘ISYHEITvYM
ISVLNIWNYLSNI LYSNd




2016, No.555

102-

TYNOISONNA
Nvlvavr
NOdNOTIN

3

WNWN 3svaviva
NYVHVHITINAd
oNvaligans

F 3

WNAN 3svaviva
NYONVAW3ION3d
oNvaligans

F

WNAN 3Svaviva
NIWArvNviN ONvVAlgans

OMIN 3ASvaviva

OMIW 3Svavivda

OMIN 3svyavivd

<&

A

NYYHVHITIWN3d N NYONvVENIONId M
oNvaIggns oNvaIggns NIWIrYNVYIN ONVAIGaNs
_ _ _
Jsvaviva asvaviva asvaviva
NYVHVHITIWAd ONvalg NYONVEWION3d ONvalg NIWIrvNYIN ONVAId
t f f

dSv4aviva 1vsnd




2016, No.555

103

ISYIWHOLNI 1D90TONMAL
NIWIArYNYIW
ONvaigans

ISYMINNWOM IDOTONMIL
NIWIArvYNYI
ONvalgans

TYNOISONNA
NYlvavr
HAOdWOT1IM
N
ISYWHOLNI 190TONMIL
NYONVYEWIONId —
ONvaigans
ISYMINNWOXM 1ID90TONMIAL
NYONVEWION3d —
ONvaigans

ISVMINNIWOM NVONRVYT
NIWIArYNYIN
ONvdigd

ISYMINNINOM NYONRRIVT
NVONVAWNIONId
ONvdid

ISYWHOLNI IDOTONMIL
TYNOISYHIdO
ONvdlgans

ISYMINNWOM ID0OTONMIL
TYNOISYH3dO
ONvdlgans

ISYMINNINOXM NVONRIYT
IYNOISYYHIdO
ONvdig

ISVAINNWOM NYONIAVI

lvsnd




2016, No.555

104-

TYNOISONNA
NVLIVEYI MOdINOT13IN

VHYSN V1Vl
NvI©Ovadans

A

1VHdOIM3dSNI




2016, No.555

TYNOISONNL
Nvivavr
HAOdWOTIMA

YMISI403O
NYONVEWIONId
NVYAd NVYLLITIN3d ONvAalg

ID0TOLVIITA
NYONVAWION3d
Nvd NVLLITIN3d ©Nvaig

190T0HO031L3N
NYONVEWION3d
NVYAd NVLLITTIN3d ONvadlg

105

VYHYSN V1Vl
NYIOvEans

NVONVEWNIONId NvdAd
NVILITAN3d 1LvSNd




2016, No.555

106-

IYNOISONNA
NvLvavr
MOdINOTINA

A

NLNN NYNINYIrNId
NVQ ‘NVONVEWIDONId
‘NYYNVONI¥3d ONvaid

NYVHVYOONITIANId
ONvalg
VHVSN V1Vl
NYIOvadans

NVHILV13d NVd
NVYYIAIAN3d 1vSnd




